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NOTA PERSETUJUAN BERSAMA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT 
DAN PEMERINTAH PROVINS! SUMATERA BARAT 

Nomor : ........ -........ -... 2011 
Nomor : 120 - c.5 -... 2011 

TERHADAP 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH 

TENTANG BANGUNAN GEDUNG 
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH 

Bismillahirrahmanirahim 

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas, dalam Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertempat di 
Ruang Sidang Utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang 
bertanda tangan dibawah ini : 

1. Nama 

Jabatan 

2. Nama 

Jabatan 

3. Nama 

Jabatan 

: H. LEONARDY HARMAINY,SIP OT. BANDARO BASA 

: WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

: H. M. ASLI CHAIDIR 

: WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

: TRINDA FARHAN SATRIA, ST.MT. 

: WAKIL KETUA DPRD PROVINS! SUMATERA BARAT 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provihsi 
Sumatera Barat 

4. Nama 

Jabatan 

: IRWAN PRAYITNO 

: GUBERNUR SUMA TERA BARA T 

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 
berdasarkan : 

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat 
Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 
1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546) jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan lbukota Propinsi 
Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 
1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepuBlik 
Indonesia Nomor 3833); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4274); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembar-an 
Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sembadan 
Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai; 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Persyaratan Teknis 
Bangunan Gedung; 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis 
Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum 
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis lzin 
Mendirikan Bangunan Gedung; 

16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat 
Laik Fungsi Bangunan Gedung; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian lzin 
Mendirikan Bangunan; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat secara bersama telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Bangunan Gedung melalui tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana diatur 
pada Peraturan Perundang-undangan. 



· Hasil pembahasan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung 
sebagaimana terlampir, kami setujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi 
Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Nota Persetujuan Bersama ini dibuat di Padang pada hari, tanggal, bulan dan tahun 
sebagaimana disebut pada awal Nota Persetujuan Bersama Ini. 

GUBERNURSUMATERABARAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINS! SUMATERA BARAT 
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. LEONARDY H RMAINY,SIP DT.BANDARO BASA 

Wakil Ketua 
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